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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa apabila jabatan
fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai
peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural
dibawah Inspektur Pembantu dihapus;

. bahwa jabatan fungsional Pengawas Pemerintah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

dalam huruf a dan b, dipandang perlu dibentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun
2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan  Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya,;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17
Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA  NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17
Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, diubah sebagai berikut:

1. Ketetuan Pasal 1 angka 9 dihapus.



Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri yang terdiri dari jabatan fungsional auditor,
Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD),
dan jabatan fungsional lainnya.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah II;

Inspektur Pembantu Wilayah III;
Inspektur Pembantu Wilayah IV;
Kelompok Jabatan Fungsional.

(I N

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam
menyusun perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan
dan fasilitasi pengawasan, penyelenggaraan pelayanan administrasi
dan ketatausahaan serta memberikan pelayanan fungsional kepada
semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Inspektur
dalam pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan serta tugas lain yang diberikan Inspektur.



6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

a. pengusulan program pengawasan;

pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

oo

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dibantu oleh Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah
(P2UPD) dan Auditor.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan
Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan pemerintahan di daerah dan kasus pengaduan
melalui audit, review, dan pemantauan sesuai dengan fungsi/bidang
keahliannya.

9. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2007
tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 19 Desember 2012
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 9



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
: 9 TAHUN 2012
: 19 DESEMBER 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA

INSPEKTUR

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

______________________ SEKRETARIAT
! |
PES}‘;EBN%IZ\SVT@N SUB BAGIAN SUB BAGIAN
EVALUASI DAN KEUANGAN UMUM DAN
PELAPORAN KEPEGAWAIAN

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM




